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PENETAPAN 

Nomor 2663/Pdt.G/2023/PA.Bjn 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis  hakim  telah  menjatuhkan 

penetapan dalam perkara Cerai Talak antara: 

Pemohon,  umur  33  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan  Kuli 

Bangunan, tempat kediaman di, Provinsi Jawa Timur, 

dalam  hal  ini  memberikan  kuasa  kepada  Pinto  Utomo, 

S.H., M.H. , Advokat/ penasehat hukum pada Kantor 

Hukum Pinto Utomo & partner yang berkantor di Jl. 

Sukowati Pad-B Perum Cendekia 3 Kav. U.7 No.01 Desa 

Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, 

berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada 

Kepaniteraan nomor 856/KS/12/2023, tanggal 27 

Desember 2023, sebagai Pemohon; 

melawan 

Termohon,  umur  33  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan  Ibu 

Rumah Tangga,  tempat kediaman, Provinsi Jawa Timur,  

sebagai  Termohon;  

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 21 November 2023 

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 

2663/Pdt.G/2023/PA.Bjn tanggal 21 November 2023 telah mengemukakan 

dalil-dalil sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1. Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  telah  menikah  pada  hari  Selasa 

tanggal 7 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 

Ramadhan 1431 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, 

sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 461/35/IX/2010, sesuai dengan 

Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Kepohbaru Nomor 

B.483/Kua.13.16.11/Pw.01/11/2023 tanggal 20 November 2023;  

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon 

berstatus perawan;  

3. Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  bertempat  tinggal  di 

rumah orang tua Pemohon selama 13 tahun 2 bulan;  

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun 

dan harmonis  dan  keduanya  telah  berhubungan  badan  sebagaimana 

layaknya suami istri;  

5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan 

Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama laki-laki bernama 

Satria Landung Wijaya umur 11 tahun, anak kedua perempuan bernama 

Alkadhira  rifianka  Alesha  umur  6  tahun  saat  ini  berada  dalam  asuhan 

Termohon;  

6. Bahwa sejak bulan November tahun 2022 rumah tangga Pemohon 

dengan  Termohon  mulai  goyah  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan 

pertengkaran yang disebabkan karena Masalah ekonomi di mana 

Termohon  selalu  merasa  kurang  menerima  pemberian  nafkah  lahir  dari 

Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha 

maksimal bekerja banting tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon;  

7. Bahwa puncak  keretakan  hubungan  rumah  tangga  Pemohon  dengan 

Termohon tersebut terjadi sekitar Awal November tahun 2023 yang 

akibatnya  Termohon pergi  meninggalkan  tempat  kediaman orang  tua 

Pemohon ke rumah saudara Termohon sehingga antara Pemohon 

dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah 

berlangsung selama 2 minggu;  
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8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah 

ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;  

9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih 

tetap  berusaha  untuk  memperbaiki  hubungan  antara  Pemohon  dengan 

Termohon, namun tidak berhasil;  

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan 

perkawinan  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah 

dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya  agar masing-

masing  pihak  tidak  melanggar  norma  hukum  dan  norma  agama  maka 

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk 

menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk 

rukun dalam rumah tangga;  

11. Bahwa  Pemohon  bersedia  membayar  biaya  perkara  ini  sesuai  dengan 

ketentuan yang berlaku;  

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 

Primair: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj’i 

terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama 

Bojonegoro;  

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;  

Subsidair: 

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa  Penggugat  dalam  perkara  ini  memberi  kuasa  kepada  Pinto 

Utomo,  S.H.,  M.H.  ,  Advokat/  penasehat  hukum  pada  Kantor  Hukum  Pinto 

Utomo & partner yang berkantor di Jl. Sukowati Pad-B Perum Cendekia 3 Kav. 

U.7 No.01 Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, 
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berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 

856/KS/12/2023,  tanggal  27  Desember  2023,  setelah  diperiksa  surat  kuasa 

telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan 

Termohon  telah  datang  menghadap  di  persidangan  dan  Majelis  Hakim  telah 

berusaha  mendamaikan  Pemohon  dan  Termohon  agar  kembali  rukun,  dan  

selanjutnya  diperintahkan  untuk  melakukan  upaya  mediasi  melalui  mediator 

dari kalangan non hakim bernama Drs. H. Masduqi; 

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 07 Desember 2023 ternyata 

mediator berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan terhadap laporan 

tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dengan menyampaikan 

bahwa Pemohon dan Termohon telah berdamai; 

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan 

perkaranya dan akan kembali membina rumah tangganya; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita 

acara  sidang  perkara  ini  yang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari 

penetapan ini ;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  adalah 

sebagaimana diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada 

Pinto Utomo, S.H., M.H. , Advokat/ penasehat hukum pada Kantor Hukum Pinto 

Utomo & partner yang berkantor di Jl. Sukowati Pad-B Perum Cendekia 3 Kav. 

U.7 No.01 Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, 

berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 

856/KS/12/2023, tanggal 27 Desember 2023; 

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah 

memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim 

berpendapat  bahwa  surat  kuasa  khusus  dimaksud  dapat  dinyatakan  sah  dan 

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan 
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dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum 

atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 

ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor  7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 

2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor    9  Tahun  1975  dalam  setiap  persidangan 

Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan  

sebagaimana  Pasal  4  dan  Pasal  7  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah 

memberi  kesempatan  kepada  Pemohon  dan  Termohon  untuk  upaya  mediasi 

dimana telah ditunjuk mediator non hakim bernama Drs. H. Masduqi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan 

mediator  tanggal  07  Desember  2023  ternyata  Pemohon  dan  Termohon  telah 

terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina 

rumah  tangganya  dan  dalam  persidangan  Pemohon  menyatakan  mencabut 

perkaranya ;   

Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  pencabutan  perkara,  dengan 

menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 

dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di 

atas,  maka  permohonan    pencabutan  perkara  yang  diajukan  oleh  Pemohon 

tersebut patut dikabulkan; 

Menimbang,  bahwa  meskipun  gugatan  Penggugat  dicabut,  oleh  karena 

perkara  ini  telah  didaftar  dalam  Register  Perkara  maka  memerintahkan  kepada 

Panitera untuk mencatat pencabutan Perkara Nomor 2663/Pdt.G/2023/PA.Bjn. 

dalam Buku Register Perkara; 

 Menimbang,  bahwa oleh karena Penggugat  mencabut gugatan  dan 

dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak perlu 

mempertimbangkan pokok perkaranya; 

Menimbang,  bahwa  perkara  ini    termasuk  dalam  bidang  perkawinan, 

maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 
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Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara 

dibebankan kepada Pemohon; 

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;  

MENETAPKAN: 

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 

2663/Pdt.G/2023/PA.Bjn dari  Pemohon; 

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut 

dalam register perkara; 

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung 

sejumlah Rp870.000,00 (delpan ratus tujuh puluh ribu rupiah); 

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

yang  dilangsungkan  pada  hari  Kamis  tanggal  28  Desember  2023  Masehi, 

bertepatan  dengan  tanggal  15  Jumadil  Akhir  1445  Hijriah,  oleh  kami  Dra.  Hj. 

Ummu Laila, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. 

dan Drs. Aunur Rofiq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan 

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. 

Endah  Ratna  Wijaya,  S.H.  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri oleh 

Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon; 

Ketua Majelis, 

 

ttd 

 

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I 

Hakim Anggota 

ttd 

 

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. 

Hakim Anggota 

ttd 

 

Drs. Aunur Rofiq, M.H. 
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Panitera Pengganti, 

ttd 

 

Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H. 

 

 

Perincian biaya : 

Pendaftaran  Rp 30.000,00 Salinan sesuai dengan aslinya oleh 

Proses  Rp 100.000,00 Panitera 

Panggilan  Rp 700.000,00 Pengadilan Agama Bojonegoro 

PNBP Rp 20.000,00  

Redaksi  Rp 10.000,00  

Meterai  Rp 10.000,00 Drs. H. Solikin, S.H., M.H. 

Jumlah  Rp 870.000,00  
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